KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA-013.12-0/2022

DS:8763-8043-2375-8495

A. DASAR HUKUM :
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :
1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
013.12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Rp.284.182.140.000
(DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.

2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.

3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Il DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.

5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-013.12-0/2022
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:8763-8043-2375-8495

Halaman : 1 dari 3

A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU

013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Rp.284.182.140.000

(DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

1. PROGRAM
2. SASARAN STRATEGIS K/L

3. FUNGSI
SUB FUNGSI
FUNGSI
SUB FUNGSI
4. PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS NASIONAL
NON PRIORITAS NASIONAL

013.12.WA Program Dukungan Manajemen

01 Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
02 Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

03 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

04 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
05 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI

06 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

07 Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM

08 Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

0303 PEMBINAAN HUKUM

10 PENDIDIKAN

1005 PENDIDIKAN KEDINASAN

03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

(dalam ribuan rupiah)

284.182.140

200.276.734
200.276.734
83.905.406
83.905.406
2.962.525
3.281.000
277.938.615




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022 DS-8763-8043-2375-8495

NOMOR : DIPA-013.12-0/2022

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 2 dari 3
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
013.12.WA Program Dukungan Manajemen 284.182.140

sp02| Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan

IKPO1| Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan 95 persentase

SPO7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas
Layanan Berbasis Tl
IKP0O6| Layanan Tata Kelola Pemerintah yang yang Efektif dan Efisien di Lingkungan BPSDM 1 Layanan

SP09 Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia

IKPO1| persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna 85 Persentase
IKP02| Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi 92 Persentase
IKP03| Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya 92 Persentase
OPO03 Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan HAM 59.621.885
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM
1624 g J 9 Yy 59.621.885
01.01 Nilai Reformasi Birokrasi 93 Nilai
01.02 Nilai SMART 95 Nilai
01.03 Nilai SAKIP sangat baik (BB) Nilai
01.04 Indeks IKPA 98 Indeks
OPO05 Layanan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Bidang Hukum dan HAM 224.560.255
Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan
1620 yelendg a nas 83.905.406
01.01 Persentase Lulusan Politeknik lImu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan 95 Persentase
P | P K i di Bi Fi i | HAM
1621 enyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan 29.445.585
01.01 Persentase kesesuaian modul pelatihan dengan standar kompetensi jabatan fungsional 85 persentase

01.02 Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Fungsional dan HAM 80 persentase




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS-8763-8043-2375-8495

TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-013.12-0/2022

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 3 dari 3
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
01.03 Persentase alumni pelatihan Pejabat Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya. 80 Persentase
P | Penilaian K tensi A| t
1622 enyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur 3.827.200
01.01 Persentase aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang memperoleh penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar 75 persentase
penyelenggaraan
01.02 Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang berbasis teknologi informasi 80 persentase
01.03 Persentase tingkat kepuasan aparatur Kementerian Hukum dan HAM dalam memperoleh pengembangan dan penilaian kompetensi 85 Persentase
P | Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan K impi
1623 enyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan 26.761.066
01.01 Persentase kesesuaian modul dengan standar kompetensi teknis dan manajerial 90 Persentase
01.02 Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepemimpinan 90 Persentase
01.03 Persentase alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya 90 Persentase
P | Diklat A tur di Wilayah
5249 enyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayal 80.620.998
01.01 Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah 90 Persentase
KETENTUAN Jakarta, 17 November 2021
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. Kepala BPSDM Hukum dan HAM

Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M.
NIP 196611191986031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:8763-8043-2375-8495

NOMOR : DIPA-013.12-0/2022
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 1 dari 2
A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. UNIT ORGANISASI : 013.12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. PAGU : Rp.284.182.140.000
(DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah)
EE JENIS BELANJA
NO KODE PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA 35 PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL F;/—I\E('S\llél';‘rés_?f’\'ll' TERCATAT
UB 51 52 53 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10
013.12.WA| Program Dukungan Manajemen 32.635.071 246.068.069 5.479.000 0 284.182.140 0
01 | DKI JAKARTA 29.832.346 168.249.796 5.479.000 0 203.561.142 0
108266 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KP 20.320.189 93.856.547 5.479.000 0 119.655.736 0
A00 | RM 20.320.189 93.036.922 5.479.000 0 118.836.111 0
D00 | PNBP 0 819.625 0 0 819.625 0
Target Pendapatan 1.047.500
108287 | POLITEKNIK IMIGRASI KP 5.030.120 35.781.460 0 0 40.811.580 0
A00 | RM 5.030.120 35.781.460 0 0 40.811.580 0
404309 | POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN KP 4.482.037 38.611.789 0 0 43.093.826 0
A00 | RM 4.482.037 38.611.789 0 0 43.093.826 0
03 | JAWA TENGAH 741.568 26.758.360 0 0 27.499.928 0
409157 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH KD 741.568 26.758.360 0 0 27.499.928 0
A00 | RM 741.568 26.758.360 0 0 27.499.928 0
17 | SULAWESI UTARA 816.157 29.790.228 0 0 30.606.385 0
409159 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA KD 816.157 29.790.228 0 0 30.606.385 0
A00 | RM 816.157 29.790.228 0 0 30.606.385 0
32 | KEPULAUAN RIAU 1.245.000 21.269.685 0 0 22.514.685 0
409155 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU KD 1.245.000 21.269.685 0 0 22.514.685 0
A00 | RM 1.245.000 21.269.685 0 0 22.514.685 0

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-013.12-0/2022

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman :

DS:8763-8043-2375-8495

2 dari 2

A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU

013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Rp.284.182.140.000

013.12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

(DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

KP JENIS BELANJA
KD
PAGU/TARGET
NO
KODE PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA 22 PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL PENDAPATAN TERCATAT
UB 51 52 53 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10
TOTAL 32.635.071 246.068.069 5.479.000 0 284.182.140 0
RM 32.635.071 245.248.444 5.479.000 0 283.362.515 0
PNBP 0 819.625 0 0 819.625 0
PENDAPATAN 1.047.500
KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 17 November 2021
Kepala BPSDM Hukum dan HAM

Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M.
NIP 196611191986031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA-013.12-0/2022

I1l. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:8763-8043-2375-8495

Halaman : 1 dari 1
A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. UNIT ORGANISASI 013.12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. PAGU Rp.284.182.140.000
(DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)
B. RENCANA PER PROGRAM (dalam ribuan rupiah)
NO| KODE URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI | PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS [SEPTEMBER| OKTOBER |NOPEMBER | DESEMBER
1 |013.12.W [Program Dukungan Manajemen
RENCANA PENARIKAN DANA 284.182.140 13.233.117 21.217.064 21.822.120 24.813.005 27.586.720 27.255.816 27.916.196 26.886.298 24.978.941 21.257.147 24.680.166 22.535.549
PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 1.047.500 87.291 87.291 87.291 87.291 87.291 87.291 87.291 87.291 87.291 87.291] 87.291 87.299
TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 284.182.140 13.233.117 21.217.064 21.822.120 24.813.005 27.586.720 27.255.816 27.916.196 26.886.298 24.978.941 21.257.147 24.680.166 22.535.549
TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 1.047.500 87.291 87.291 87.291 87.291 87.291 87.291 87.291 87.291 87.291 87.291 87.291 87.299

Jakarta, 17 November 2021
Kepala BPSDM Hukum dan HAM

Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M.
NIP 196611191986031001



